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Puteri AAinetta Komarudin

ANGGOTA Komisi XI DPR
Putcri AAnctta Komarudin rmon-—
dorong industri kcuangan yang
produktif, terpercaya. dan
berpihak kepada masyvarakat.
ITal itu selaras dengan scogzera
dimulainya rembahasan
Rancangan Undang-Undang
Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan (RUU P2SK)
inisiatitf Komisi X1 DPR ., vang
telah diputuskan sebagailr RUUJ
Usulan TOPR., dalam Rapat
Paripurma DPR ke-5S. Sclasa
(20/9).

Pasca-persctujuan tersebut.,
RUU akan disampaikan ke-
rada Presiden untuk segera
dilakukan pembahasan.

“"“Sektor keuangan kita terus
berkembang dan menghadapi
berbagai tantangan., seperti
prandemi Covid-19 maupun
poecrcecpatan transformasi digi-
tal Schingga., landasan hu-
kumnya pun perlu semakin
diperkuat untuk memastikan
industri ini dapat semakin
resilien di tengah dinamika

pPasar saat ini.””
kemarin.

Puteri pun menyampaikan
sejumlah pandangan untulk
rengembangan dan penguatan
sektor keuangan agar semakin
efisien, nklusif dan arman .

“fIDari segi kelembagaan,
RUILUT ini perlu mengatur me-
kanismcoe koordinasi antar-lcrn-—
baga. subscktor., dan sragke-—
Rolder terkait. Serta. semalkin
memperkuat pembagian kewvwe-—
nangan., tugas dan fungsi, serta
koordinasi antar-otoritas dalam
mengatur dan mengawasi sek-
tor keuangan. Sehingga di-
harapkan kinerja lintas otoritas
dapat-mcecnjadi lebih cfcktif,
cefisien, dan akuntabel.”” jelas
TPuteri.

Politisi Partai Golkar itu
Juszsa menceckankan agar RUUT
P2SK scjalan dengan napas
rengembangan iklimm investasi
dan berusaha di Indonesia se-—
suali dengan beberapa UU ter-
kait. Seperti UU Cipta Kerja,
U Harmonisasi Peraturan
Pcocrpajakan., dan UUJ Hubungan
Kcuangan antara Poecmoecrintah
Prusat dan IPemerintahan
IDacrah.

CTlUntuk menghadapi trans-
formasi digital saat ini. maka
RUU P2SK harus menctapkan
prinsip-prinsip penveleng-
araan industri teknologi ti-
nansial (ffrrrechQhr) vyang for—
vwerred—fererkirze, antisipatit, dan
mcecngutamakan kcarmanan
data pribadi konsurmocecn. Toentu
decngan tcectap moecmbcoecrikan
ruang cerak bagi industri untulk
mengembangkan teknologinya
demi meningkatkan pelayvanan
bagi masyarakat.” ujar legisla-
tor dacrah pemilihan (dapil)
Jawa Barat V11 itu. = KAL

ungkap Puteri,
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